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WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45 - 128 - 2020

TENTANG

RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan
merupakan stategi mengintegrasikan perspektif gender
dalam pembangunan;

bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan
Pengarusutamaan Gender di setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian
gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan
program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan Edaran Gubernur Sumatera Barat
Nomor 050/57/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tanggal 20
Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana
Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020 perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana
Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi
Tahun 2020;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi
Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27T

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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gggg).Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Undaqg—Undmg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas L}ndang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah, sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 67);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota

Bukitttinggi Tahun 2019 Nomor 16);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk daq
Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bukittingg!

Tahun 2016 Nomor 5115

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 201’9
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
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" Tahun 2020, sebagaim

Daet:al_l Txla.hun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40);

Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/ I/Sosbud-
Pem/bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana

Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi

Tahun 2020.

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi

Tahun 2020 meliputi:

a. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;

b. Sosialisasi pengarusutamaan gender;

c. Implementasi perencanaan dan penganggaran yang
responsive  gender dan optimalisasi pemantauan
pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota
Bukittinggi Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a. Rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang
dijadikan sebagai aksi Pengarus utamaan Gender;

b. Penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat
daerah  dan/atau kelompok  kerja  yang akan
melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung
terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;

c. Instansi terkait, yang memuat instansi/kelompok
kerja/tim  yang terkait dalam mendukung dan
mengoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian

aksi tersebut;
d. Kriteria keberhasilan, yang me
diperoleh dari keluaran yang

pelaksanaan aksi tersebut;
e. Ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (output) yang

harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses
pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria
keberhasilan dengan mencantumkan besaran indika tor
dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi

tersebut; dan
f keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan
kendala  setiap triwulannya  dari masing-masing

pelaksanaan aksi.

muat manfaat yang harus
dihasilkan (outcome) dari

Daerah Pengarus utamaan Gender
ana dimaksud pada Diktum Ketiga

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan walikota ini.

Format Rencana Aksi

Daerah yang menyelenggarakan

aan daerah dan Satuan Kerja
san bidang

Satuan Kerja Perangkat

Perangkat

pemberdayaan perem :
evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksl
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